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ABSTRAK 

Tugas akhir ini mempunyai tujuan memberikan gambaran tentang bagaimana 

Prosedur Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) di Branch Funding Service 

Unit Pada Bank Tabungan Negara (Persero), TBK. Kantor Cabang Semarang. Surat 

Perintah Membayar (SPM) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan 

suatu instansi, termasuk bank. Pengelolaan SPM yang tidak efektif dapat berpotensi 

menimbulkan berbagai risiko, risiko-risiko tersebut tidak hanya berdampak pada 

reputasi bank, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh 

karena itu, Tugas akhir ini disusun untuk mengetahui apakah sistem pengarsipan dan 

sistem pemberian nomer memo pada SPM yang diterapkan sudah efektif dan efisien 

serta untuk mengetahui apakah prosedur yang diterapkan sesuai dengan peraturan 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. 

Data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini diperoleh dari hasil 

wawancara, dokumentasi, observasi dan studi literasi. Kemudian data tersebut dikaji 

secara mendalam untuk memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana prosedur 

pengelolaan SPM dijalankan.  

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa penerapan prosedur pengelolaan 

SPM di BFSU BTN KC Semarang sudah sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 

13 Tahun 2006, tetapi metode pengarsipan dan sistem pemberian nomer pada 

memorandum belum efektif dan efisien. Sebaiknya metode dan sistem yang digunakan 

secepatnya beralih ke digital karena pada zaman sekarang sudah tersedia teknologi 

canggih yang dapat membantu meringankan pekerjaan manusia. 

 

Kata Kunci : SPM, Prosedur, Pengelolaan, Metode Pengarsipan.  
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ABSTRACT 

This final assignment aims to provide an overview of the Procedure for 

Managing Payment Orders (SPM) in the Branch Funding Service Unit at Bank 

Tabungan Negara (Persero), TBK. Semarang Branch Office. Payment Orders (SPM) 

are an important instrument in managing the finances of an agency, including banks. 

Ineffective SPM management can potentially give rise to various risks, these risks not 

only impact the bank's reputation, but can also cause significant financial losses. 

Therefore, this final assignment was prepared to find out whether the filing system and 

system for assigning memo numbers to the SPM implemented is effective and efficient 

and to find out whether the procedures implemented are in accordance with the 

regulations of Minister of Home Affairs Number 13 of 2006. 

The data used in this final assignment research were obtained from interviews, 

documentation, observation and literacy studies. Then the data is studied in depth to 

obtain a real picture of how SPM management procedures are carried out.  

The research results provide an illustration that the implementation of SPM 

management procedures at BFSU BTN KC Semarang is in accordance with the 

regulations of Minister of Home Affairs Number 13 of 2006, but the filing method and 

system for assigning numbers to memoranda is not yet effective and efficient. It is 

better if the methods and systems used immediately switch to digital because nowadays 

sophisticated technology is available which can help make human work easier. 

 

Key words: SPM, Procedures, Management, Archiving Methods.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara memerlukan pola-pola pengaturan 

pengelolaan sumber ekonomi yang teratur, terarah dan terpadu. Maka dari itu dalam 

sebuah perusahaan diperlukan adanya pengelolaan kas yang tepat dimana pengelolaan 

tersebut akan berpengaruh pada kegiatan operasional instansi salah satunya yaitu Surat 

Perintah Membayar. (Kurniawan, 2023) 

Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan instrumen penting dalam 

pengelolaan keuangan suatu instansi, termasuk bank. SPM menjadi otorisasi formal 

untuk melakukan pembayaran atas suatu kewajiban. Di Branch Funding Service Unit 

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Semarang, SPM memiliki 

peran krusial dalam memastikan kelancaran proses pembayaran, salah satu contoh 

yaitu pembayaran kepada pihak ketiga. (Franco Benony Limba, 2020) 

Pengelolaan SPM yang tidak efektif dapat berpotensi menimbulkan berbagai 

risiko, seperti kesalahan pembayaran, penyalahgunaan dana, dan keterlambatan 

pembayaran. Risiko-risiko tersebut tidak hanya berdampak pada reputasi bank, tetapi 

juga dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. (Spm & Tabungan, 2023) 

Berdasarkan data observasi yang dilakukan oleh penulis selama magang di PT 

Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Semarang ditemukan adanya 

beberapa masalah yang mempengaruhi dan menjadi faktor akan kurang optimalnya 
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kinerja perusahaan, yaitu metode pengarsipan yang digunakan masih manual sehingga 

berpotensi menyebabkan kendala seperti kesulitan saat mencari dokumen yang 

dibutuhkan, tingginya resiko kerusakan/kehilangan dokumen dan adanya perbedaan 

mengenai sistem pengarsipan yang dilakukan pada divisi lain yang sudah 

menggunakan scanning. Masalah berikutnya adalah sistem pemberian nomer pada 

memo pengajuan SPM yang masih dilakukan secara manual menggunakan buku, 

seringkali buku tersebut susah dicari tidak tau dimana dan ternyata dibawa kemeja 

karyawan yang tidak mengembalikan ketempat semula.  

 Fenomena-fenomena diatas menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Prosedur Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) 

di Branch Funding Service Unit Pada Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. 

Kantor Cabang Semarang”. 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pengelolaan Surat Perintah Membayar Di Branch Funding 

Service Unit PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang 

Semarang? 

2. Apakah metode pengarsipan dokumen pengajuan Surat Perintah Membayar 

sudah dianggap efektif? 

3. Bagaimana sistem pemberian nomer pada memo dokumen pengajuan SPM di 

Branch Funding Service Unit BTN KC Semarang? 
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1.3  Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) di 

Branch Funding Service Unit PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. 

Kantor Cabang Semarang.  

2. Untuk mengetahui bagaimana metode pengarsipan yang dilakukan oleh Branch 

Funding Service Unit PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor 

Cabang Semarang, apakah sudah maksimal dan sama dengan divisi lain? 

3. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian nomer pada memo dokumen 

pengajuan SPM di Branch Funding Service Unit BTN KC Semarang. 

1.4    Manfaat Penelitian 

Penulis harap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada 

banyak pihak seperti: 

1. Manfaat Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis diharapkan dapat menjadi bahan 

evaluasi kinerja, bahan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan 

peningkatan efektifitas serta kinerja pada branch funding service unit PT Bank 

Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Semarang.  

2. Manfaat Bagi Pembaca 

Tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan digunakan sebagai bahan 

referensi untuk penelitian sejenis.  

3. Manfaat Bagi Peneliti 
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Hasil penelitian yang didapat mampu memberikan tambahan pengetahuan, 

gambaran ilmu akuntansi mengenai prosedur pengelolaan Surat perintah 

Membayar (SPM) serta dapat menambah pengalaman peneliti agar menjadi 

calon Ahli Madya yang ahli dan profesional. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Pengertian Prosedur 

Prosedur merupakan salah satu faktor penting dalam proses pelaksanaan suatu 

tugas atau pekerjaan, dalam kamus bahasa inggris kata prosedur memiliki arti 

ketentuan yang dipakai, cara, aturan, jalan dan tatacara. (Manumpil & Sumual, 2022) 

Dalam buku yang berjudul “Kamus Administrasi Perkantoran (1986:87), 

prosedur menurut The Liang Gie memiliki arti “Suatu proses rangkaian metode-metode 

yang telah menjadi pola tetap saat melakukan sebuah pekerjaan”. 

Moekijat menyatakan bahwa prosedur yaitu urutan langkah-langkah atau bagian 

dari pelaksanaan suatu pekerjaan dimana pekerjaan tersebut akan dilakukan, hal apa 

saja yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dimana tempat untuk 

melakukannya dan siapa saja yang melakukannya.  

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Prosedur adalah bagian dari suatu rencana yang didalamnya berisi bagaimana 

penetapan atau suatu cara bertindak untuk melakukan kegiatan yang akan datang. 

Ketetapan yang berlaku akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam proses 

pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan. (Syafira et al., 2020) 
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2.2    Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajement, menurut M.C 

Maryati dalam bukunya yang berjudul Manajement Perkantoran Efektif  (2008:9) 

“manajemen yaitu bagian dari proses menggunakan dan mengadakan sumber dana dan 

sarana agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif.” 

Pengertian manajemen selanjutnya yaitu menurut Stoner (dalam T. Hani 

Handoko, 1985:8) memberikan pernyataan bahwa: 

“Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan dari usaha oleh anggota dalam organisasi serta penggunaan sumber daya 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.” 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan 

salah satu proses atau cara mengelola perbuatan yang dapat memberikan pengawasan 

pada hal-hal yang telah ditetapkan kebijakannya untuk mencapai tujuan dari suatu 

organisasi.  

2.3    Pengertian Surat Perintah Membayar (SPM)  

Pengertian surat menurut Wikipedia Indonesia, surat merupakan salah satu sarana 

menjalin komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan dari satu 

pihak kepada pihak lainnya yang mempunyai tujuan memberitahukan suatu pesan. 

Informasi yang terdapat dalam surat bisa berupa pemberitahuan, tugas, pengantar, suatu 

permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan dan juga putusan. Selain itu,  ada 

juga surat yang berisi peringatan, penghargaan dan teguran. (Umar & Moi, 2021) 
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Pengertian Surat Perintah Membayar menurut Kementerian Keuangan dalam 

laman kemenkeu learning center memiliki arti dokumen yang diterbitkan/digunakan 

oleh suatu pejabat yang telah ditunjuk dan bertugas mencairkan dana yang berasal dari 

daftar isian pelaksanaan anggaran atau dari dokumen lain yang dipersamakan. SPM 

akan ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu pejabat penandatangan SPM yang 

kemudian akan diajukan kepada pihak pencair dana. Dengan adanya SPM kegiatan 

yang terjadi di internal perbankan akan menjadi lebih terbantu dan menjadi sarana 

untuk mengontrol siklus pengeluaran keuangan di perusahaan. (Spm & Tabungan, 

2023) 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa SPM merupakan salah 

satu dokumen yang diterbitkan oleh orang yang memiliki wewenang terkait 

penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran yang diberikan amanat untuk 

melakukan pencairan dana yang berasal dari dokumen yang dipersamakan. (Sambuaga 

et al., 2021) 

Macam-macam Surat Perintah Membayar: 

1. SPM Belanja pegawai 

2. SPM Belanja Barang dan lain-lain 

3. SPM Transfer 

4. SPM Ganti UP 

5. SPM Pengawasan Pembangunan Kantor 

6. SPM Perencanaan Kantor 
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7. SPM Renovasi Kantor 

2.4    Pengertian Bank  

Pengertian Bank berdasarkan Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 yaitu 

badan usaha yang dimiliki oleh negara yang memiliki tugas menghimpun dana yang 

berasal dari masyarakat yaitu dalam bentuk simpanan dan akan disalurkan kembali 

dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat luas. Di Indonesia bank dibagi menjadi dua jenis yaitu ada bank 

konvensional dan bank berbasis syariah, perbedaan diantara keduanya terletak pada 

sistem operasional yang diterapkan. Bank Syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam 

sesuai dengan ajaran yang ada di Al-Quran dan kegiatan bank yang dijalankan 

menganut peraturan fatwa MUI. Sedangkan bank konvensional dalam penerapan 

sistem yang digunakan yaitu berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diatur oleh 

pemerintah Indonesia dan akan tunduk pada hukum yang berlaku.  

Tujuan dan tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga nilai rupiah agar tetap 

stabil di pasar. Selain itu, Bank Indonesia juga mempunyai tanggung jawab untuk 

memastikan agar sistem keuangan dan ekonomi negara selalu kuat serta terus menjaga 

agar tingkat inflasi di negara tetap dalam kisaran yang telah ditentukan oleh 

pemerintah. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga mempunyai tugas menjalankan 

kebijakan moneter yang ada dinegara, salah satunya yaitu mengatur sistem pembayaran 

dan mengontrol seluruh kegiatan perbankan yang ada di Indonesia. Berikut peran Bank 

Sentral dalam sistem pembayaran: 
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1. Lembaga Pengawasan 

Bank Indonesia mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan 

memastikan bahwa transaksi pembayaran yang terjadi di masyarakat berjalan 

dengan aman dan terhindar dari peristiwa penipuan.  

2. Penyedia Perizinan 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomer 23/6/PBI/2021 dan PBI Nomer 

23/7/PBI/2021 Bank Indonesia mempunyai tugas memberikan izin kepada 

lembaga yang berniat menyediakan jasa pembayaran dalam sistem pembayaran 

bisnis. 

3. Sebagai Regulator dan Fasilitator Pengembangan 

Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab mengatur dan melakukan 

pengawasan terhadap perkembangan teknologi yang ada terutama produk yang 

berkaitan dengan sistem pembayaran. 

4. Lembaga Penyelenggara 

Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk mengatur dan melakukan 

pengawasan terhadap infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan oleh 

lembaga-lembaga, seperti jaringan ATM, Internet banking, kartu debit dan lain 

sebagainya.  

5. Meminimalkan Resiko Kecurangan dalam Proses Transaksi 

Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk mengatur prosedur dan 

aturan dalam sistem pembayaran yang berguna untuk meminimalkan resiko 

curang selama proses transaksi berlangsung. Seperti Peraturan Bank Indonesia 
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Nomer 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana, PBI Nomer 20/6/PBI/2018 

tentang uang elektronik (e-money) dan lain sebagainya. 

6. Memastikan Proses Transaksi Berjalan dengan Efisien 

Peran Bank Indonesia selanjutnya yaitu memastikan proses transaksi yang 

terjadi di masyarakat berjalan dengan efisien, hal ini dilakukan dengan cara 

mengoptimalkan infrastruktur dan teknologi canggih zaman sekarang dalam 

sistem pembayaran. Dengan begitu, konsumen atau pelaku bisnis dapat 

melakukan transaksi secara cepat dan efisien. 

2.5    Branch Funding Service Unit (BFSU) 

BFSU merupakan salah satu unit yang ada di Bank Tabungan Negara dimana 

aktivitasnyaa sebagai pengumpul dana yang dijalankan oleh lembaga keuangan dalam 

bentuk produk finansial, contohnya seperti deposito, tabungan, giro, asuransi bahkan 

reksa dana. BFSU menjadi bagian penting dari operasi bank karena memiliki tanggung 

jawab untuk menarik dan mengelola simpanan dari individu ataupun bisnis. Unit-unit 

ini memainkan peran penting dalam memastikan bank memiliki dana yang cukup untuk 

memberikan pinjaman, berinvestasi, dan beroperasi secara efektif. 

Fungsi dan Tanggung Jawab Utama Branch Funding Service Unit (BFSU) : 

1) Akuisisi Deposito 

Secara aktif mencari deposan baru dan mempromosikan berbagai produk simpanan, 

seperti tabungan, giro, dan sertifikat deposito. 

2) Manajemen Hubungan Pelanggan 
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Membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan deposan yang ada, 

memahami kebutuhan keuangan mereka, dan memberikan solusi yang disesuaikan. 

3) Penjualan dan Pemasaran 

Mengembangkan dan melaksanakan strategi penjualan dan pemasaran untuk 

menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Ini 

mungkin melibatkan kampanye promosi, penjualan silang, dan rujukan. 

4) Kepatuhan 

Memastikan bahwa semua aktivitas terkait simpanan mematuhi persyaratan 

peraturan dan kebijakan bank. 

5) Manajemen Risiko  

Menilai risiko yang terkait dengan berbagai produk simpanan dan menerapkan 

langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, deskriptif 

kualitatif merupakan metode yang mendeskripsikan, menganalisis data yang ada dan 

memahami lebih dalam data yang sudah terkumpul baik yang diperoleh dari 

wawancara maupun observasi mengenai masalah yang telah ditemukan dan diteliti 

selama proses magang berlangsung. (Nina et al., 2023) 

3.2   Lokasi dan Objek Penelitian 

  3.2.1   Lokasi Penelitian  

  Lokasi dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu 

di Branch Funding Service Unit Pada Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. 

Kantor Cabang Semarang berlokasi di Jl. MT. Haryono No.717, Wonodri, Kec. 

Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50242 dari tanggal 22 Juli sampai 13 

September 2024. 

3.2.2   Objek Penelitian 

     Objek penelitian menurut (Sugiyono, 2019) merupakan variable dari 

penelitian yang menjadi dasar terbentuknya sesuatu yang telah ditetapkan oleh 

seorang peneliti, objek tersebut akan dipahami dan dipelajari lebih dalam sehingga 

dapat memunculkan informasi baru mengenai suatu hal yang dapat ditarik 
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kesimpulannya. Objek dari penelitian yang dilakukan adalah objek Analisis 

Prosedur Pengelolaan Surat Perintah Membayar di Branch Funding Service Unit 

BTN KC Semarang.  

3.3  Sumber Data 

 Data merupakan sumber dari keterangan atau fakta dari objek  yang diamati oleh  

seorang peneliti, dalam pengamatan sumber data berasal dari: 

1. Narasumber 

Narasumber merupakan orang yang telah menyampaikan atau memberikan 

sebuah informasi kepada peneliti mengenai informasi yang berhubungan 

dengan pokok permasalahan, jenis data berupa penyampaian informasi ini 

mempunyai peran yang sangat penting. Dalam penentuan sumber data, peneliti 

melakukan pengamatan dan menentukan sumber informasi dengan teknik 

purposive yaitu memilih informan mana saja yang di anggap mampu dan 

mengetahui betul informasi akan masalah yang diteliti secara mendalam dan 

tentunya dapat dipercaya. Informan yang dipilih yaitu karyawan BFSU, BFSU 

head, user maker SPM, dan teller. 

2. Dokumen 

Arsip tertulis yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian mengenai suatu 

peristiwa atau aktivitas tertentu dinamakan dokumen. Dalam melakukan 

pengkajian suatu dokumen, seorang pengamat harus melakukan pencatatan 

tertulis untuk menggali dan menangkap pesan tersirat yang telah tertera. 
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Dokumen yang dapat menjadi pendukung pengamatan dapat berupa berkas-

berkas, bagan organisasi, deskripsi jabatan dan lain sebagainya.  

3. Pengamatan Langsung dilokasi atau Observasi 

Peneliti melakukan observasi untuk menggali data dari sumber berupa kejadian 

atau suatu peristiwa dari tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. 

Observasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 

Sedangkan peneliti melakukan observasi langsung dimana ikut berpartisipasi 

aktif dalam pengelolaan terkait Surat Perintah Membayar di Branch Funding 

Service Unit BTN KC Semarang. (Fitriana, 2014) 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu penjelasan 

berupa uraian mengenai topik yang akan dibahas. Adapun metode yang digunakan 

yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk menggali 

informasi dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden atau 

pihak yang dianggap tau informasi yang dibutuhkan. Teknik ini dilakukan oleh 

penulis agar mendapatkan data lengkap dan akurat. Adapun teknik dari 

wawancara yang telah dilakukan tidaklah terstruktur yakni memiliki arti 

pertanyaan yang diberikan dilakukan secara informal dan dilakukan berberapa 

kali untuk mendapatkan kejelasan dari kualitas data yang dibutuhkan.  
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2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan sebuah catatan yang berisi berbagai peristiwa atau 

kegiatan yang terjadi dimasa lalu. Dokumen digunakan sebagai bahan untuk 

mencari data yang relevan yang memiliki hubungan dengan topik permasalahan 

yang sedang dibahas. Pengumupulan data dengan cara ini dapat bersumber dari 

arsip dokumen berupa formulir-formulir, dokumentasi, laporan ataupun surat-

surat.  

3. Observasi 

Teknik observasi yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dari 

sumber data dapat berupa kejadian atau peristiwa saat berada di tempat atau 

lokasi. Metode ini digunakan untuk mrnghimpun data melalui proses 

pengamatan, penginderaan dimana secara langsung terlibat dalam keseharian 

responden. 

4. Studi Literasi 

Studi literasi adalah proses pengumpulan data melalui pencarian informasi atau 

teori akurat melalui beberapa jurnal, artikel ataupun peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia.  

3.5  Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif, teknik ini dilakukan 

secara terus menerus sampai tuntas sepanjang proses pengamatan. Berikut beberapa 

proses analisis  data model interaktif: 
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1. Reduksi Data 

Komponen awal dalam melakukan analisis adalah proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan abstraksi dari beberapa data yang tersedia, proses ini 

terjadi secara terus menerus sepanjang pelaksanaan pengamatan.  

2. Mengumpulkan data dan informasi mengenai prosedur pengelolaan Surat 

Perintah Membayar  di Branch Funding Service Unit BTN KC Semarang. 

3. Mempelajari lebih dalam dan melakukan kajian terhadap data, informasi yang 

telah didapatkan mengenai prosedur pengelolaan Surat Perintah Membayar 

dari awal sampai akhir. 

4. Melakukan perbandingan terkait data dan informasi yang diperoleh dengan 

peraturan yang berlaku. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengetahui 

bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan dilapangan dengan peraturan yang 

telah ditetapkan. 

5. Melakukan pembahasan lebih dalam mengenai pengelolaan prosedur Surat 

Perintah Membayar yang diterapkan mulai dari proses pengajuan awal berkas 

hingga tahap pencairan dana dan pengarsipan.  

6. Sajian Data 

Komponen analisis selanjutnya yang dilakukan yakni merakit informasi 

organisasi, melakukan deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan 

simpulan informasi yang akan didapatkan.  

7. Penarikan Simpulan dan Verifikasi 
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Kegiatan analisis terakhir yaitu menarik simpulan dan verifikasi. Awal proses 

pengumpulan data, peneliti harus memahami berbagai macam hal yang ditemui 

saat melakukan pencatatan peraturan-peraturan yang berlaku, pola-pola yang 

terjadi, dan pernyataan-pernyataan yang telah didapatkan.  
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BAB IV 

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1    Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan salah satu Perusahaan berbentuk 

perseroan terbatas di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) 

yang bergerak di bidang jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 

2003 BUMN merupakan bentuk usaha yang dikelola dan dimiliki oleh Negara 

Indonesia dimana semua modal atau sebagiannya berasal dari publik. BUMN juga 

menjadi  sumber penerimaan publik yang cukup signifikan yaitu berbagai jenis pajak, 

hasil privatisasi dan publik. BUMN sendiri memiliki tugas dan fungsi pokok. Tugas 

yang dimiliki oleh BUMN yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang 

BUMN untuk membantu presiden dalam pengelolaan pemerintahan.  Sedangkan 

Fungsi dari BUMN yaitu 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan yang akan berlaku 

di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategi sebagai penguat daya saing dan sinergi, 

sebagai penguat kinerja, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, restrukturisasi, 

pengembangan usaha serta menjadi peningkat kapasitas infrastruktur bisnis BUMN. 2) 

Sebagai pusat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang akan berlaku di 

bidang penyusunan inisiatif bisnis strategi, sebagai penguat daya saing dan sinergi, 

sebagai penguat kinerja, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, restrukturisasi, 

pengembangan usaha serta menjadi peningkat kapasitas infrastruktur bisnis BUMN. 3) 
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Sebagai pusat koordinasi saat pelaksanaan tugas, melakukan pembinaan dan pemberian 

dukungan administrasi di lingkungan Kementerian BUMN. 4) Sebagai pusat pengelola 

barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN. 5) Sebagai 

Pengawas atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN. (Handayani, 

2022) 

Bank BTN sendiri berdiri pada masa pemerintahan Belanda yaitu tahun 1897 

dengan nama resmi Postspaarbank (bahasa Belanda). Postspaarbank terletak disebuah 

gedung arsitektur pada zaman Belanda di ujung Molenvliet West 1 (sekarang menjadi 

Jalan Gajah Mada No.1). Kemudian Tentara Jepang secara resmi mengambil alih dan 

mengubah nama Postspaarbank menjadi Kantor Tabungan Tjokin Kjokoe (bahasa 

Jepang) pada tanggal 1 April 1942.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : https://nl.pinterest.com/pin/681873199817740840/ 

Gambar 4.1 Sejarah Bank Tabungan Negara (BTN) 

https://nl.pinterest.com/pin/681873199817740840/
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Pada saat diproklamasikannya negara Indonesia, Kantor Tabungan Tjokin 

Kjokoe langsung diambil alih oleh pemerintahan Indonesia dan resmi berganti nama 

menjadi Kantor Tabungan Pos RI serta menjadi satu-satunya lembaga tabungan yang 

ada di Indonesia. Namun tidak sampai disitu saja pada tanggal 9 Februari 1950 pihak 

pemerintah kembali mengganti nama menjadi Bank Tabungan Pos sekaligus 

ditetapkannya sebagai hari dan tanggal Bank tersebut. Nama Bank Tabungan Post 

kembali di ubah secara resmi menjadi Bank Tabungan Negara setelah ditetapkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 tahun 1963 Lembaran Negara 

Republik Indonesia No.62 tahun 1963 tepatnya ditanggal 22 Juni 1963. (Kurniawan, 

2023) 

4.1.2   Visi dan Misi Bank Tabungan Negara (BTN) 

Berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 3 ayat 1 maksud dan tujuan dari Bank BTN 

adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber 

daya yang dimiliki perusahaan/perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi 

dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan 

nilai perusahaan/perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Maka dari 

itu Bank Tabungan Negara (BTN) memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

4.1.2.1  Visi Perusahaan 

“Menjadi The Best Mortgage Bank in Southeast Asia pada Tahun 2025” 
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4.1.2.2  Misi Perusahaan 

a. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah 

b. Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui 

penyediaan rumah yang layak 

c. Menjadi One of Home of Indonesia’s Best Talent 

d. Meningkatkan shareholder value dengan berfokus pada pertumbuhan 

profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan blue dengan prinsip 

manajemen risiko yang kokoh 

e. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem 

perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik 

melalui inovasi digital. 

4.1.3    Nilai Budaya Perusahaan  

Sebagai perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang memiliki tugas penghimpun dan penyalur dana masyarakat, PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk menerapkan nilai budaya yaitu mencakup “AKHLAK” : 

a. Amanah 

Bank Tabungan Negara menerapkan prinsip selalu menjalankan tugas dengan 

tanggung jawab yang jujur, dapat dipercaya serta bertanggung jawab atas 

kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. 

b. Kompeten 
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Bank Tabungan Negara menerapkan sistem selalu belajar dan mengembangkan 

kapabilitas agar memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai untuk 

melaksanakan tugas.  

c. Harmonis 

Bank Tabungan Negara memiliki komitmen untuk menciptakan hubungan yang 

baik, selalu peduli terhadap sesama dan menghargai perbedaan satu sama lain 

baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.  

d. Loyal 

Bank Tabungan Negara selalu berdedikasi, menjaga nama baik perusahaan  dan 

selalu mengutamakan kepentingan bangsa negara diatas kepentingan pribadi. 

e. Adaptif 

Bank Tabungan Negara memiliki inovasi yang selalu mengikuti perkembangan 

zaman, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan antusias dalam 

menggerakan ataupun dalam menghadapi perubahan. 

f. Kolaboratif 

Bank Tabungan Negara menerapkan dan membangun kerja sama yang sinergis 

untuk mencapai tujuan bersama.  

4.1.4    Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Semarang 

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka kerja yang menggambarkan 

bagaimana suatu organisasi dibagi menjadi berbagai bagian, bagaimana bagian-bagian 
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Tabel 4.1 Struktur Bank BTN 

tersebut saling berhubungan, bagaimana otoritas dan tanggung jawab yang 

didelegasikan. Berikut merupakan struktur organisasi Bank BTN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: https://www.btn.co.id/id-ID/About/Governance/Organization-Structure 

Pada kesempatan emas peneliti berhasil diterima magang dan di tempatkan di 

Branch Funding Service Unit (BFSU). BFSU sendiri merupakan salah satu unit dimana 

aktivitasnyaa sebagai pengumpul dana yang dijalankan oleh lembaga keuangan dalam 

bentuk produk finansial, contohnya seperti deposito, tabungan, giro, asuransi bahkan 

reksa dana. (Kegiatan & Praktik, 2021) 

Berikut struktur bidang Branch Funding Service Unit (BFSU) Bank BTN KC 

Semarang: 

 

https://www.btn.co.id/id-ID/About/Governance/Organization-Structure
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           Tabel 4. 2 Struktur BFSU 

1. Branch Manager (BM) 

Seorang branch manager menjalankan fungsinya sebagai pemimpin cabang yaitu 

memantau kinerja, memonitoring tindak lanjut dan memiliki tanggung jawab 

untuk memastikan segala kegiatan dan kinerja operasional  perbankan di 

perusahaan berjalan dengan lancar.  

2. Deputy Branch Manager  

Wakil ketua cabang  mempunyai fungsi sebagai penyeimbang proses bisnis suatu 

perusahaan dan menjalankan fungsi sekunder yang ada di kantor cabang. Mereka 

Branch Manager 

Deputy Branch Manager 

Branch Funding Service 

Unit Head 

Commercial Staff Consummer Staff 

Customer Service Unit 

Head 
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bertindak sebagai tangan kanan dari manager, membantu menjalankan semua 

tugas dan tanggung jawab sehari-hari, serta siap mengambil alih dan menggantikan 

peran manager cabang jika diperlukan.  

3. Branch Funding and Service Unit Head (SBH) 

Kepala bagian dana dan layanan mempunyai peran yang sangat krusial dalam 

proses operasional sehari-hari. Seorang SBH mempunyai tugas memonitoring, 

mendukung pertumbuhan dana, memastikan ketersediaan dana, menjamin 

kelancaran dan kualitas layanan sekaligus menjadi penanggung jawab aktivitas 

marketing serta pendanaan di kantor cabang.  

4. Commersial Staff 

Seorang staff marketing lembaga mempunyai tugas memasarkan produk 

perbankan, menjaga kualitas layanan, menjaga hubungan baik dengan nasabah 

kelolaan dalam hal ini nasabah lembaga. Staff komersial memiliki peran yang 

sangat penting dalam sebuah perusahaan, terutama yang berhubungan dengan 

penjualan dan pengembangan bisnis. Secara umum, tugas utama mereka adalah 

untuk memastikan berjalannya aktivitas komersial perusahaan secara efektif dan 

efisien. 

5. Consumer Staff 

Seorang staff marketing perorangan mempunyai tugas memasarkan produk 

perbankan, menjaga kualitas layanan, menjaga hubungan baik dengan nasabah 

khususnya nasabah perorangan/retail. Mereka adalah ujung tombak perusahaan 

dalam berinteraksi langsung dengan nasabah. Tugas utama mereka adalah 
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memastikan kepuasan nasabah dan menjaga hubungan baik antara perusahaan 

dengan nasabah perorangan. 

6. Customer Service Unit Head 

Seorang customer service unit head bertanggung jawab atas keseluruhan 

operasional tim pelayanan nasabah dan memastikan bahwa setiap interaksi dengan 

konsumen berjalan dengan baik dan memuaskan.  

4.2  Hasil Penelitian 

4.2.1    Proses Pengajuan Surat Perintah Membayar 

   Penulis telah melakukan proses pengamatan mengenai bagaimana  prosedur 

pengelolaan Surat Perintah Membayar di Branch Funding Service Unit BTN KC 

Semarang. Adapun beberapa hal yang telah ditemukan oleh penulis dan selanjutnya 

akan dijadikan bahan  pokok pembahasan pada laporan tugas akhir ini, diantaranya: 

1. Penulis mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan surat perintah membayar 

di Branch Funding Service Unit BTN KC Semarang. 

2. Penulis mengetahui bagaimana metode pengarsipan yang diterapkan 

3. Penulis mengetahui bagaimana sistem pemberian nomer pada dokumen 

pengajuan surat perintah membayar.  

 Surat Perintah Membayar merupakan surat yang  dikeluarkan oleh pihak yang 

mempunyai wewenang atau pihak pengguna anggaran membiayai seluruh kegiatan 

operasional dari perusahaan. Surat ini akan dibuat ketika adanya memo yang 
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dikirimkan oleh pihak pengaju atau karyawan BFSU yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan (Firdaus, 2020). Berikut langkah-langkah pengisian SPM: 

1. Melakukan pengisian nominal 

2. Melakukan pengisian terkait keterangan mengenai pembayaran 

3. Melakukan pengisian terkait nomer invoice yang tertera pada kwitansi 

4. Melakukan pengisian nomer Surat Perintah Membayar 

5. Melampirkan tanggal pengeluaran SPM 

6. Melampirkan jumlah tagihan yang harus dibayarkan 

7. Melakukan pengisian nomer rekening dan nama perusahaan 

 Setelah format formulir SPM dibuat tahapan selanjutnya yaitu melakukan 

registrasi SPM. Registrasi merupakan salah satu  sistem pencatatan dalam administrasi 

perusahaan yang dilakukan oleh staff sekretaris. Dalam proses registrasi hal yang harus 

dilakukan adalah: 

1.  Melakukan penomeran dan mencatat tanggal dibuatnya SPM 

2.  Dilakukannya pen-capan sesuai dengan tanda tangan kepala unit 

3.  Penyerahan SPM kepada bagian yang berwenang  yaitu bagian finance yang akan 

dikirimkan oleh kurir antar divisi/orang terkait. 
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4.2.2   Prosedur Pengelolaan Surat Perintah Membayar di Branch Funding 

Service Unit  

 Berdasarkan hasil pengamatan, berikut flowchart prosedur pengelolaan Surat 

Perintah Membayar yang diterapkan di Bank Tabungan Negara KC Semarang 

khususnya di Branch Funding Service Unit: 
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Tabel 4.3 Flowchart Surat Perintah Membayar 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Berikut penjelasan proses pengajuan Surat Perintah Membayar di Branch Funding 

Service Unit Bank BTN Cabang Semarang: 

1) Karyawan BFSU 

Proses awal ketika seorang karyawan ingin mengajukan surat perintah 

membayar kepada perusahaan yaitu karyawan harus membuat memo dan 

menyiapkan dokumen pendukung seperti nota pembelian dan foto 

dokumentasi. Memo atau memorandum adalah bentuk komunikasi tertulis yang 

umum digunakan dalam dunia bisnis, termasuk perbankan. Memo berfungsi 

sebagai sarana untuk menyampaikan informasi penting, instruksi, kebijakan, 



30 
 

 
 

atau pengumuman secara resmi kepada karyawan atau pihak terkait lainnya di 

dalam sebuah perusahaan. 

2) BFSU Head 

Setelah karyawan sudah selesai membuat memo tahapan selanjutnya yaitu 

melakukan pengajuan atau verifikasi memo kepada kepala unit. Kepala unit 

akan memeriksa kelayakan memo apakah bisa ditindak lanjuti ke tahap 

selanjutnya atau perlu adanya perbaikan. Jika didalam memo masih terdapat 

kesalahan maka memo tersebut akan dikembalikan kepada pengaju (karyawan 

bfsu), sebaliknya ketika kepala unit sudah menyetujui dan memberikan paraf 

maka memo yang diajukan dapat ditindak lanjuti dan maju ketahap berikutnya. 

3) Deputy Branch Manager 

Ketika memo yang diajukan sudah mendapat paraf dari kepala unit langkah 

selanjutnya yaitu meminta disposisi DBM. Disposisi dalam konteks 

administrasi perkantoran, khususnya di lingkungan bank merupakan sebuah 

tindakan atau perintah tertulis dari seorang atasan kepada bawahan terkait 

tindak lanjut suatu surat atau dokumen. Disposisi ini berfungsi sebagai petunjuk 

atau instruksi yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan terhadap surat atau 

dokumen tersebut. 

4) Branch Manager 

Setelah mendapatkan disposisi dari DBM berkas memo akan di tindak lanjuti 

oleh kepala cabang dan akan diberikan disposisi tambahan yang dapat berupa 

penjelasan atau klarifikasi, menentukan tenggat waktu atau batas waktu untuk 
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pemprosesan, serta panduan atau instruksi yang lebih jelas mengenai langkah-

langkah yang harus diambil untuk tindak lanjut pencairan SPM tersebut. 

5) Create Transaction User PDM 

Setiap unit mempunyai satu user yang dapat mengeluarkan nomer referensi 

terkait Surat Perintah Membayar. Memo yang sudah disposisi akan diberikan 

kepada create transaction untuk diproses lebih lanjut, tugas dari create user 

adalah mengeluarkan Surat Perintah Membayar, nomer referensi dan PDM. 

PDM merupakan lembaran yang berisi keterangan transaksi yang akan 

dilakukan oleh teller. 

6) Operating Unit Head 

Setelah Surat Perintah Membayar dan PDM terbit tahapan selanjutnya yaitu 

pemeriksaan setuju bayar oleh kepala unit operasi, semua berkas dan 

dokumentasi pendukung akan dicek. 

7) DBM Service & Collection 

Tahapan lanjutan ketika SPM dan PDM telah disetuju bayari yaitu 

dilakukannya otorisasi. Dalam dunia perbankan, otorisasi memiliki peran yang 

sangat krusial. Setiap transaksi, baik itu transfer dana, pembayaran tagihan, atau 

penarikan tunai, memerlukan otorisasi untuk memastikan bahwa transaksi 

tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang dan sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan. 

8) Teller 
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Setelah SPM dan PDM diotorisasi akan di proses oleh teller terkait pencairan 

dana sesuai dengan angka yang tertera. Teller akan mencairkan uang tersebut 

dan akan menyimpan bukti transaksi pemprosesan SPM 1 sebagai arsip. Setelah 

uang cair salinan SPM 2, memo, dan dokumentasi pendukung akan diberikan 

kepada transaction processing sebagai arsip, dan salinan terakhir yaitu SPM 3 

beserta uang akan diberikan kepada pengaju dalam hal ini karyawan BFSU. 

4.3    Pembahasan 

  Untuk mendapatkan informasi data yang lebih rinci dan lengkap mengenai 

prosedur pengelolaan surat perintah membayar penulis melakukan pengamatan 

langsung selama pelaksanaan magang kerja, wawancara yang dilakukan dengan 

pimpinan dan karyawan Branch Funding Service Unit BTN KC Semarang, serta 

pengumpulan data yang mendukung. Sehingga penulis mendapatkan berbagai jenis 

informasi mengenai bagaimana prosedur pengelolaan SPM diterapkan.  

4.3.1 Metode Pengarsipan Surat Perintah Membayar di BFSU 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, telah diketahui bahwa 

prosedur pengelolaan surat perintah membayar di Branch Funding Service Unit masih 

dilakukan secara manual dan penggunaan sistem e-SPM belum berjalan. Sistem 

pengarsipan manual merupakan metode dimana dokumen fisik disimpan dalam bentuk 

folder, kotak arsip ataupun lemari arsip. Proses pencarian, pengambilan dan 

pengembalian dokumen semua dilakukan serba manual. Berikut penjelasan tentang 
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proses pengarsipan manual yang dilakukan, bagaimana kelemahan dan kelebihan dari 

sistem pengarsipan yang diterapkan. 

1. Proses Pengarsipan Manual 

a)   Penerimaan dokumen 

Dokumen surat perintah membayar yang diterima akan diperiksa 

kelengkapannya. 

b)   Pemberian kode dokumen 

Dokumen yang telah diterima akan diberi kode atau label yang sesuai dengan 

sistem pengkodean yang diterapkan. 

c)   Penempatan 

Dokumen yang telah diberi kode akan di tempatkan dalam folder atau bantex 

yang sesuai dengan kode/labelnya. 

d)   Penyimpanan 

Bantex yang berisi dokumen tersebut kemudian akan disimpan dalam lemari 

khusus arsip. 

e)   Pencarian Dokumen 

Apabila dokumen yang sudah diarsipkan dibutuhkan kembali, maka karyawan 

yang bersangkutan akan mencari langsung secara manual di lemari yang 

tersedia sesuai dengan kode masing-masing dokumen.  

2. Kelebihan Arsip Manual 
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a)   Dokumen fisik akan selalu siap ketersediaannya untuk diakses kapanpun 

dikarenakan dapat dibuka tanpa memerlukan bantuan perangkat elektronik atau 

perangkat canggih lainnya. 

b)    Dalam segi keamanan dokumen yang disimpan secara fisik lebih dianggap 

aman karena tidak memiliki ketergantungan pada suatu sistem digital yang 

rentan sekali terhadap serangan hacker atau siber.  

c)   Dokumen yang disimpan secara manual dianggap mempunyai biaya yang 

cukup rendah dibandingkan menggunakan perangkat keras atau perangkat 

lunak lainnya karena tidak memerlukan investasi besar terhadap perangkat 

tersebut.  

3. Kelemahan Arsip Manual 

a) Kurang Efisien 

Proses pencarian dokumen yang disimpan secara manual akan sedikit 

memakan waktu terutama jika jumlah dari dokumen cukup banyak atau 

sistem pada pemberian kode tidak dilakukan dengan baik. 

b) Keterbatasan Ruangan 

Ketika sebuah perusahaan memilih sistem pengarsipan manual maka hal 

yang harus di persiapkan adalah ruangan penyimpanan yang cukup besar 

agar dapat menampung semua dokumen fisik yang ada. 

c) Resiko Kerusakan Dokumen 
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Dokumen yang berbentuk fisik sangat rentan terhadap kerusakan baik 

berasal dari faktor lingkungan seperti suhu ekstrem, hama kertas ataupun 

kelembapan suhu ruang. 

d) Resiko Kehilangan Dokumen 

Resiko selanjutnya ketika melakukan arsip manual yaitu dokumen yang 

mudah hilang jika tidak disimpan dan dikelola dengan baik.  

e) Adanya Kesulitan Akses 

Kelemahan selanjutnya yaitu akses terhadap dokumen yang disimpan 

secara fisik sangat terbatas dari segi lokasi penyimpanan, sehingga ketika 

dokumen dibutuhkan secepatnya akan mengalami kesulitan ketika sedang 

berada pada lokasi yang berbeda. 

4.3.2    Sistem Pemberian Nomer pada Memo SPM di BFSU 

 Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa alasan mengapa sistem 

pemberian nomer masih dilakukan secara manual yaitu sistem yang digunakan masih 

menganut sistem lama, dimana belum terintegrasi dengan sistem penomeran yang 

otomatis. Alasan selanjutnya yaitu keamanan, beberapa orang masih menganggap 

bahwa sistem penomeran yang dilakukan secara manual lebih aman dikarenakan tidak 

bergantung kepada sistem elektronik yang seringkali mengalami gangguan. Alasan 

yang ketiga yaitu kebiasaan dimana bagi beberapa orang untuk melakukan penomeran 

secara manual akan lebih gampang dari pada menggunakan sistem atau hal lainnya. 

Berikut kelemahan sistem penomeran yang dilakukan secara manual: 
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1. Sulit di Lacak 

Karyawan akan merasakan kendala seperti sulitnya melakukan pelacakan 

terhadap dokumen yang dicari terutama jika jumlah SPM yang terlalu banyak. 

2. Rentan Terhadap Kesalahan 

Pada saat pemberian nomer SPM yang dilakukan secara manual dapat 

menimbulkan kemungkinan terjadinya sebuah masalah seperti adanya 

penomeran ganda atau nomer yang terlewatkan. 

3. Tidak Terintegritas 

Karyawan akan menemui kesulitam untuk dapat mengintegrasikan data 

penomeran manual yang berbeda dengan sistem canggih yang dapat dilakukan 

dengan otomatis. 

4. Tidak Efisien 

Sistem penomeran manual akan membutuhkan waktu yang lama, jumlah tenaga 

yang lebih ekstra dibandingkan dengan sistem penomeran yang telah dilakukan 

secara otomatis. 

4.3.3   Perbandingan Prosedur Pengelolaan Surat Perintah Membayar di BFSU 

BTN KC Semarang dengan Peraturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

Langkah Aktivitas Permendagri Nomer 13 Tahun 2006 

1 Proses Pengajuan Sesuai 

2 Proses Pencairan Dana Sesuai 

 



37 
 

 
 

Tabel 4.4 Hasil Perbandingan Prosedur SPM BFSU dengan Peraturan 

Permendagri Nomer 13 Tahun 2006 

1. Proses Pengajuan 

Berdasarkan tabel 4.4 informasi mengenai perbandingan surat perintah 

membayar yang diterapkan oleh Branch Funding Service Unit BTN KC 

Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomer 13 Tahun 2006, 

dimana pada saat karyawan ingin mengajukan SPM langkah awal yang harus 

dilakukan adalah melengkapi dokumen sebagai syarat pengajuan. Dokumen 

tersebut akan dicek dan diteliti kelengkapannya. Apabila dokumen yang 

diajukan kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada karyawan pengaju, 

dan sebaliknya apabila dokumen sudah lengkap maka proses selanjutnya yaitu 

penerbitan SPM. Penerbitan SPM dapat digantikan oleh pejabat yang 

berwenang apabila kuasa pengguna anggaran berhalangan hadir.  

2. Proses Pencairan Dana 

Setelah SPM diterbitkan selanjutnya adalah tahap pencairan dana, dokumen 

SPM yang sudah lengkap akan dilakukan tahap pemeriksaan setuju bayar 

kemudian akan ditanda tangani oleh wewenang terkait sebagai tahap otorisasi 

sebelum dilakukakannya pencairan dana. 

 

 

 

 



 
 

38 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1    Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan penulis, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem pengelolaan prosedur surat perintah membayar dimulai dari proses 

pengajuan sampai dengan pencairan dana sudah sesuai dengan pedoman yang 

tertulis dalam peraturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. (BPK, 2006) 

2. Sistem pengarsipan yang diterapkan di Branch Funding Service Unit Bank BTN 

Cabang Semarang kurang efektif karena masih menggunakan sistem manual 

sedangkan pada zaman sekarang sudah ada teknologi yang sangat canggih. 

Alasan sistem pengarsipan dinilai kurang efektif karena proses pencarian 

dokumen, pengambilan dokumen memakan waktu yang cukup lama, terdapat 

tingginya resiko kerusakan dokumen baik karena faktor lingkungan ataupun 

kecerobohan dari karyawan terkait. Selanjutnya yaitu apabila dokumen di simpan 

menggunakan sistem manual maka akan sulit dilakukan back up data karena 

masih menggunakan kertas. Ketahanan kerta yang digunakan juga tidak dapat 

diprediksi akan tahan berapa lama. 

3. Sistem pemberian nomer pada memorandum pengajuan SPM tidak efisien karena 

buku khusus yang digunakan seringkali tidak ada ditempat dan biasanya itu 

dibawa kemeja karyawan sehingga itu dapat menyebabkan masalah pada saat 
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karyawan lain membutuhkannya segera. Sistem penomeran manual juga 

menyebabkan kesulitan untuk melacak nomer SPM yang pernah dikeluarkan jika 

jumlah SPM sudah terlalu banyak. 

5.2     Keterbatasan 

  Selama pelaksanaan magang di Branch Funding Service Unit Bank BTN Cabang 

Semarang penulis memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1.   Rentang data penulis terbatas yaitu hanya terkait Prosedur Surat Perintah 

Membayar. 

2.   Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti, dikarenakan proses pelaksanaan 

magang yang hanya berlangsung kurang lebih satu setenggah bulan sehingga 

penulis kurang memaksimalkan pencarian informasi yang lebih dalam. 

3.   Penggunaan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam bidang perbankan 

menjadi kendala bagi penulis yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang 

yang sama. 

4.   Tidak semua prosedur didokumentasikan secara formal, sehingga penulis harus 

mengandalkan observasi dan wawancara. 

5.3    Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, berikut saran yang diberikan oleh 

penulis untuk bahan evaluasi agar kinerja perusahaan dapat meningkat dan menjadi 

lebih baik lagi: 
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1.   Metode pengarsipan yang digunakan beralih ke sistem pengarsipan digital yaitu 

menggunakan scanning yang nantinya akan masuk dan menggunakan 

perangkat lunak khusus penyimpanan serta pengelolaan SPM dalam bentuk 

digital. Jadi, dokumen yang berkaitan dengan SPM dapat diakses kapan dan 

dimana saja melalui sebuah perangkat lunak yang terhubung dengan internet 

karena kita sudah hidup di era serba canggih seperti sekarang ini. 

2.   Sistem pemberian nomer pada memo pengajuan SPM beralih dan menggunakan 

sistem yang sudah terkomputerisasi sehingga dokumen mengenai pengajuan 

SPM tersimpan secara otomatis sesuai dengan urutan kode yang terdapat pada 

formula tersebut. 

3.   Menggunakan sistem email dalam pengiriman berkas SPM sehingga dokumen 

SPM dapat diketahui dan dilacak oleh sistem.  

4.   Sebaiknya di sediakan pegawai khusus yang mempunyai tugas mengambil alih 

proses pengantaran SPM kepada pihak teller karena kedua divisi ini 

mempunyai tempat yang berbeda (berbeda lantai) sehingga SPM yang 

dikirimkan dapat segera sampai tujuan dan hal ini dapat memperlancar proses 

pengiriman/pengajuan. 
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